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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan
oleh Bagian Administrasi Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan
penyesuaian terhadap uraian tugas Pejabat Struktural pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kutai Kartanegara, sebagai upaya untuk meningkatkan
kapasitas organisasi dalam mencapai pelayanan yang
maksimal,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4843);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5065);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Administrasi
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian
Negara, Kementerian Koordinasi dan Departemen;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah;



Menetapkan

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di
lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23/PER/M.KOMINFO/04 /2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang POS dan
TELEKOMUNIKASI;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
48 /per/M.KOMINFO/12/2009 tentang penyediaan jasa
internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 2008,
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor
11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kutai Kartanegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kutai Kartanegara.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
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18.

. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kutai Kartanegara.

. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub

Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disebut LAKIP adalah iktisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian
kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut TAPKIN
adalah keluaran/ hasil dari kegiatan /program yang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 1 ( satu ) tahun.

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta
Kekayaan Pejabat Negara

Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang selanjutnya disebut
LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib
disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan III/a

keatas sesuai dengan penghasilannya. %

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang
selanjutnya  disebut LKPJ Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang
selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut LPPD Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang
selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada Pemerintah.
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut LKPD adalah laporan pertanggung-jawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang terdiri dari Laporan realisasi
anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas
laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.

Universal Sevice Obligasiyang selanjutnya disebut
USOadalah Layanan Universal Telekomunikasi Nasional.

Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat
elektronik, layanan paket, layanan, layanan logostik,
layanan transaksi keuangan dan layanan pos untuk
kepentingan umum.

Kode Pos adalah sederatan angka atau huruf gabungan
angka dan huruf yang dituliskan dibelakang nama kota
untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman
dan keperluan lain.

Perangko adalah label atau carik atau teraan diatas
kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik
bergambar maupun tidak bergambar yang memuat nama
negara penerbit atau gambar yang merupakan ciri khas
negara penerbit dan mempunyai nilai nominal tertentu
berupa angka dan atau huruf.

Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem
elektromagnetik lainnya.

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat
telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Jasa Telekomunkasi adalah layanan telekomunikasi
untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan
menggunakan jaringan telekomunikasi.

Spectrum Frekwensi Radio adalah kumpulan pita
frekwensi radio.

Kanal Frekwensi Radio adalah bagian dari pita frekwensi
yang ditetapkan untuk suatu stasiun.

Persandian adalah keseluruhan proses tata kelola
memulai pengelolaan, pengiriman/ penyampaian hingga
pengarsipan yang memproteksi berita rahasia.

Network Operation Center yang selanjutnya disingkat NOC
adalah tempat administrator yang mengawasi,memantau,
mengamankan jaringan komunikasi, berupa sebuah
ruangan yang berisi visualisasi dari jaringan atau
jaringan yang sedang dipantau (work station) dimana
status ring jaringan dapat dilihat dan perangkat lunak
yang diperlukan untuk mengelola jaringan.






